
SALINAN 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 

TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURBALINGGA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 

2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 
2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga; 

bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di 

Kabupaten Purbalingga, maka besaran tunjangan 
perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan; 

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang 

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota 
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten 
Purbalingga; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administatif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 48); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PURBALINGGA. 

Pasal I 

Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2021 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 
Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2023 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Wakil Ketua DPRD : Rp25.000.000,00/bulan 

b. Anggota DPRD : Rpl6.000.000,00/bulan



(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Januari 2025 

BUPATI PURBALINGGA, 

Ttd 

DYAH HAYUNING PRATIWI 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Januari 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

Ttd 

HERNI SULASTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 1 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Ditandatangani secara 
elektronik oleh: 

SOLIKHUN,S.H,M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730310 199903 1 007 

Catatan : 

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah 
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. % 

Balai Besar 
Sertifikasi 
Elektronik


